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ABSTRACT

Reward and Punishment for Employees of the
National Research and Inovation Agency (BRIN)
PUSPIPTEK

Muhammad Reza
18211095

Human resources have a major role in all company activities. Therefore,
to be able to improve the performance of human resources effectively, it is
necessary to apply a human resource management strategy to support this, one of
which is reward and punishment. The National Research and Innovation Agency
(BRIN) in this case is one of the government agencies that also implements the
human resource management strategy based on Law number 5 of 2014
concerning State Civil Apparatus. Therefore, the author's goal is to carry out an
internship at the National Research and Innovation Agency (BRIN) to find out the
application of reward and punishment to employees of the National Research and
Innovation Agency (BRIN) and what obstacles are encountered in its
implementation. The author concludes that the application of reward and
punishment is that there are two types of rewards, namely, financial and non-
financial and three types of punishment, namely mild, moderate, and severe at the
National Research and Innovation Agency (BRIN).

Keywords: Reward, Punishment, Human Resource Management
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ABSTRAK

Reward dan Punishment Pada Pegawai
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
PUSPIPTEK

Muhammad Reza
18211095

Sumber daya manusia memiliki peranan utama dalam seluruh kegiatan
perusahaan. Maka dari itu untuk dapat meningkatkan kinerja sumber daya
manusia yang efektif diperlukan penerapan strategi manajemen sumber daya
manusia guna mendukung hal tersebut, salah satunya reward dan punishment.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam hal ini sebagai salah satu
lembaga pemerintah yang juga menerapkan strategi manajemen sumber daya
manusia tersebut berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara. Maka dari itu, tujuan penulis melaksanakan magang di Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengetahui penerapan reward dan punishment
pada pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta kendala apa saja
yang dihadapi dalam penerapanya. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan
reward dan punishment bahwa terdapat dua jenis reward yaitu, finansial dan non-
finansial dan tiga jenis punishment yaitu ringan, sedang, dan berat pada Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kata Kunci: Reward, Punishment, Manajemen Sumber Daya Manusia
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Dalam melakukan setiap kegiatan sumber daya manusia merupakan
pondasi penting dan memiliki peranan utama dalam sebuah kegiatan,
terutama di dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga pemerintahan.
Sumber daya manusia sendiri merupakan aspek penting, terlebih dalam era
globalisasi persaingan yang semakin kompetitif dan saat ini mulai memasuki
revolusi industri 4.0 yang semakin menuntut agar sumber daya manusia dapat
berperan lebih aktif dalam setiap kegiatan perusahaan. Setiap kegiatan yang
ada di dalam sebuah perusahaan pastinya sumber daya manusia selalu
memegang peranan vital dalam berbagai jenis kegiatan, karena hanya sumber
daya manusia yang bisa merencanakan, menjalankan, dan menentukan target
yang ingin dicapai. Selain itu sumber daya manusia lah yang menjadi pelaku

utama dalam merencanakan tujuan utama perusahaan (Mangkunegara, 2013).

Pentingnya peranan sumber daya manusia dalam menentukan
pelaksanaan dan keberhasilan suatu kegiatan perusahaan, menuntut adanya
penerapan strategi manajemen sumber daya manusia guna mendukung
perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia
merupakan rangkaian strategi organisasi yang dimulai dari perekrutan,
perkembangan, dan menjaga produktivitas yang konsisten (Griffin, 2012).

Maka dari itu keberhasilan sebuah perusahaan sangatlah bergantung pada



kualitas kinerja dari masing-masing individu yang ada di dalamnya. Untuk
mencapai keberhasilan tersebut, dibutuhkan pemberdayaan sumber daya
manusia dengan tujuan meningkatkan kinerja tiap individu baik dari segi
prestasi, produktivitas, maupun kedisiplinan yang diharapkan dapat
meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri.

Untuk dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang efektif,
sebuah perusahaan haruslah memerhatikan beberapa hal, di antaranya dengan
menerapkan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) agar dapat
mengatur perilaku dan sikap para pegawai di dalam perusahaan. Reward dan
punishment memiliki peran dalam memacu pegawai agar dapat meningkatkan
produktivitas dalam bekerja dan melakukan tanggung jawab atas tugas dan
fungsi yang telah diamanahkan oleh perusahaan. Dalam memberikan Reward
dan punishment kepada pegawainya perusahaan haruslah bersikap adil kepada
setiap pegawai tanpa terkecuali dan tidak boleh memberikan reward dan
punishment atas dasar alasan pribadi seperti kolusi dan nepotisme terhadap
pegawai. Apabila penerapan reward dan punishment dilaksanakan secara
tidak adil, maka dapat menimbulkan kecemburuan sosial sehingga dapat
menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara pegawai dan hal itu dapat
berdampak pada produktivitas pegawai dan perusahaan itu sendiri.

Reward sendiri merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan
motivasi kerja pegawai di dalam perusahaan. Dengan pemberian reward
kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi dari perusahaan

kepada pegawainya atas apa yang telah mereka capai dalam menjalankan



tugas dan kewajibannya kepada perusahaan sehingga dapat membantu
perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pemberian reward ini sebagai
apresiasi yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya atas suatu
prestasi tertentu yang telah dilakukan atau disumbangkan kepada perusahaan,
biasanya diberikan dalam bentuk material ataupun ucapan (Kadarisman,
2012). Pemberiannya dapat berupa reward finansial seperti kenaikan
gaji/upah dan bonus/insentif yang diberikan berdasarkan waktu yang telah
ditetapkan oleh perusahaan (Sinambela, 2016), dan juga reward non-finansial
seperti pemberian penghargaan, cuti, dan rekreasi bersama pegawai
perusahaan.

Sementara itu punishment merupakan ancaman hukuman yang
dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja dari pegawai yang melanggar, guna
menjalankan peraturan yang berlaku agar dapat memberikan pelajaran dan
efek jera kepada pegawai yang melanggar (Mangkunegara, 2015). Tujuan
diberikannya punishment ini agar setiap pegawai dapat meningkatkan
motivasi kerjanya, sehingga dapat bekerja secara maksimal untuk perusahaan.
Punishment sendiri adalah sanksi yang diterima pegawai perusahaan yang
tidak mampu dalam mengerjakan/melaksanakan tugas dan fungsi kerjanya
sesuai dengan diperintahkan (Fahmi, 2016). Penerapan punishment ini dibuat
agar pegawai mendapatkan sebuah pembelajaran ataupun motivasi atas apa
yang telah diperbuat dengan pemberian sanksi atau hukuman dan diharapkan

tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.



Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dalam hal ini sebagai lembaga
pemerintahan nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden Indonesia melalui kementerian yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, budaya, riset, dan teknologi juga
menerapkan reward dan punishment kepada setiap pegawainya. Sebagai
lembaga pemerintah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga
melaksanakan reward dan punishment sesuai dengan yang termaktub dalam
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai lembaga yang
membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di dalam lingkungan BRIN dituntut melaksanakan tugas
dan fungsinya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Dengan adanya
peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS bukan berarti
setiap PNS tidak memiliki hambatan, justru penilaian masyarakat terhadap
kinerja PNS masih kurang memuaskan dikarenakan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat masih kurang memuaskan dan optimal. Hambatan itu
muncul dikarenakan masyarakat menilai PNS kurang dalam melakukan
pendekatan berdasarkan perkembangan yang terjadi seiring berkembangnya
zaman, sehingga masyarakat menilai PNS tidak melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan kurang
produktifnya kinerja PNS yang menjadi kurangnya kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan PNS sebagai aparatur negara kepada
masyarakat sebagai pengguna layanan. Atas permasalahan tersebut

pemerintah berupaya meningkatkan kualitas PNS dengan membuat UU No. 5



Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang di dalamnya memuat reward
(penghargaan) pada Pasal 82 dan Pasal 83 serta punishment (hukuman) pada
Pasal 86 yang ketentuan lebih lanjutnya telah diatur PP No. 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan beberapa peraturan lain yang

dibuat masing-masing kementerian/lembaga pemerintah terkait.

Peraturan tersebut juga menjadi acuan BRIN dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah. Dengan harapan dapat
meningkatkan kinerja BRIN dalam membantu pemerintah dalam menjalankan
pemerintahan. BRIN memiliki aturan tersendiri dalam melakukan
optimalisasi penggunaan reward dan punishment. Pemberian reward di
dalam BRIN telah dimuat dalam Peraturan BRIN No. 12 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan
Riset dan Inovasi Nasional. Tunjangan kinerja tersebut diberikan setiap bulan
berdasarkan capaian kinerja dan besaran tunjangan kinerja ditentukan dengan
kelas jabatan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu,
pemberian punishment juga telah dimuat dalam PP No. 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberian punishment tersebut juga
dibagi ke dalam beberapa tingkat hukuman seperti hukuman disiplin ringan,
hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan reward dan punishment
terhadap kinerja PNS haruslah dijalankan dengan efektif dan adil sesuai
peraturan yang telah ditetapkan. Khususnya di dalam lingkungan pegawai

BRIN agar dapat meningkatkan etos kerja para PNS di lingkungan BRIN agar



1.2

1.3

semakin produktif dalam bekerja. Apabila penerapannya tidak berjalan
dengan baik maka akan berdampak kepada produktivitas PNS di lingkungan
BRIN. Dengan penerapan reward dan punishment yang sesuai peraturan yang
telah dibuat, maka diharapkan setiap PNS khususnya di lingkungan BRIN
dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sehingga dapat
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran PNS sebagai
aparatur negara.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka
penulis memutuskan membuat tugas akhir dengan judul “Reward dan
Punishment Pada Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
PUSPIPTEK™.

Tujuan Magang

1) Mengetahui penerapan reward pada pegawai Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN).

2) Mengetahui penerapan punishment pada pegawai Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN).

3) Mengetahui kendala dalam penerapan rewad dan punishment
pada pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Target Magang

1) Menjelaskan penerapan reward pada pegawai Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN).

2) Menjelaskan penerapan punishment pada pegawai Badan Riset

dan Inovasi Nasional (BRIN).



3) Menjelaskan apa saja kendala dalam penerapan reward dan
punishment pada pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN).
1.4 Bidang Magang
Berdasarkan judul yang dipilih, kegiatan magang akan dilaksanakan di
bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada reward dan
punishment pada pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
1.5 Lokasi Magang
Lokasi  : Kawsan PUSPIPTEK Serpong, Gedung 71, Kel. Muncul, Kec.
Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. 15310.
Telepon : (021) 7560 896
Fax : (021) 7560 921

Email : prin@batan.go.id

PRFN SATAN

Gambar 1.1
Peta Lokasi Magang

Sumber: google maps (2022)


mailto:prfn@batan.go.id

1.6 Jadwal Magang
Kegiatan magang dilakukan di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Mulai tanggal 6 Juli - 26 Agustus 2021 dengan rincian kegiatan magang

sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Magang

Waktu Pelaksanaan

No | Keterangan Juli Agustus September

4111234123 |4(1]2|3|4

Survei Lokasi
Magang

2 | Penulisan TOR

Pelaksanaan
3 | kegiatan
magang

Pengumpulan
Data Magang

Bimbingan
5 | Laporan
Magang

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang
Sistematika penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari 4
BAB yang berisikan sebagai berikut:

BAB |: Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi prinsip-prinsip dasar
magang berupa ringkasan umum laporan magang. Bab ini mencakup dasar
pemikiran magang, tujuan magang, target magang, lokasi magang, jadwal

magang, dan sistematika penulisan laporan magang.



BAB |l: Landasan Teori

Bab ini berisikan landasan teori pemecahan masalah yang berkaitan
dengan kegiatan magang. Seperti pengertian manajemen sumber daya
manusia, tujuan, serta fungsinya, kemudian pengertian penilaian Kerja,
pengertian disiplin kerja, pengertian reward, tujuan reward, pengertian
punishment, dan tujuan punishment. Pada bab ini berfungsi sebagai acuan
dasar dalam penulisan laporan magang.

BAB I1I: Analisis Deskriptif

Bab ini berisikan penjelasan tentang data yang diperoleh selama
kegiatan magang yang berisi data umum seperti sejarah, visi & misi, logo,
dan struktur organisasi. Ada pula data khusus yang berisikan tentang
penerapan reward, penerapan punishment, dan hambatan dalam penerapannya

pada pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah bagian terakhir dalam laporan magang yang berisikan

kesimpulan laporan magang dan saran dari penulis.



BAB I
LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia secara garis besar merupakan
individu yang bekerja sebagai penggerak dalam perusahaan dan memiliki
fungsi sebagai aset yang harus dilatih kemampuannya serta dikembangkan.
Manajemen sumber daya manusia sendiri dibuat sebagai ilmu dan seni untuk
membangun peran maupun hubungan antar pegawai agar bekerja lebih efektif
dan memiliki efisiensi, sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai
perusahaan (Hasibuan, 2019). Manajemen sumber daya manusia menjadi
kunci utama dalam proses berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan
serta membantu perusahaan dalam menyusun aspek-aspek dasar yang
membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Hal itu menunjukkan
betapa pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang penting dan
potensial di dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan agar mampu
memberikan suatu kontribusi yang maksimal dan berguna bagi perusahaan itu
sendiri maupun pengembangan diri pada tiap individu. Dapat dikatakan
bahwa manajemen sumber daya manusia bagian dari sebuah proses dalam
mengelola dan mengembangkan kemampuan tiap individu dalam membantu

perusahaan dalam mencapai tujuannya (Bohlander & Snell, 2013).

Manajemen sumber daya manusia adalah proses memanfaatkan

pegawai di perusahaan secara manusiawi yang efektif dan efisien dengan

10
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melakukan kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian semua nilai
yang menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama baik pegawai maupun
peruahaan (Sedarmayanti, 2016). Pendapat tersebut sejalan dengan (Noe,
2021) yang mengatakan manajemen sumber daya manusia mengacu pada
sistem, kebijakan, dan praktik dalam sebuah perusahaan agar dapat
memengaruhi perilaku, sikap, dan Kkinerja para pegawai di perusahaan
tersebut. Artinya manajemen sumber daya manusia berfokus dalam
mengelola sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat interaksi antara
perusahaan dan pegawainya yang tentunya memiliki kepentingan yang
berbeda-beda. Manajemen sumber daya manusia juga merupakan suatu
kegiatan perencanaan, rangkaian strategi, proses, dan aktivitas yang dirancang
untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan
perusahaan dan tiap individu pegawainya. Beberapa pengertian di atas,
manajemen sumber daya manusia dibuat sebagai perencanaan dan
pengendalian yang menunjang aktivitas perusahaan agar selaras dengan
tujuan perusahaan sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan efektif dan

efisien dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2.1.1 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan manajemen sumber daya manusia dibuat sebagai
pengoptimalan produktivitas para pegawai yang berada di dalam
perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia dibentuk dengan
maksud untuk memastikan perusahaan memperoleh dan mempertahankan

pegawai yang terampil, berkomitmen, dan bermotivasi tinggi yang
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dibutuhkannya. Sementara itu dengan adanya tujuan manajemen sumber

daya manusia ini dapat membantu peran dari lower manajer ataupun

manajer operasi lainnya agar bisa mengatur perilaku pegawai secara

efisien dan efektif. Dengan adanya sebuah tujuan dari MSDM dapat

memberikan sebuah ilustrasi dari visi dan tujuan perusahaan, selain itu

MSDM berfungsi sebagai sebuah penyeimbang dari tantangan yang akan

dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Menurut (Nawawi, 2016) terdapat 4

tujuan dari MSDM itu sendiri, yaitu:

1)

2)

3)

Produktivitas

Sebuah indikator yang menunjukan bahwa sebuah produktifitas
dalam MSDM sudah tercapai, sehingga tersediannya para pegawai
yang memiliki produktifitas tinggi.

Keamanan dan kepuasan kerja

Memberikan kenyamanan dan kepuasan dalam bekerja,
sehingga dapat menimbulkan perasaan atau suasana yang aman dan
nyaman. Serta diperlakukan sesuai aturan dan hak-haknya sebagai
pekerja ataupun sebagai manusia. Hal tersebut dapat meningkatkan
etos dalam bekerja sehingga terciptanya disiplin dan kepuasan kerja
yang tinggi.

Kualitas SDM

Menyediakan pegawai yang memiliki kualitas kerja tinggi dan

tentunya selalu konsisten dengan apa yang dikerjakan. Sehingga dapat

membantu terciptanya tujuan dari MSDM dalam mewujudkan pegawai
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dengan kualitas kerja tinggi yang selaras dengan tugasnya di
perusahaan. Dalam hal ini nantinya mampu membantu perusahaan
dalam mewujudkan tujuan bisnisnya, baik berupa barang atau jasa
yang berkualitas sesuai dengan standar dari perusahaan itu sendiri.
4) Keuntungan dan manfaat lainnya

Mendukung berjalannya proses produksi yang berkualitas guna
menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, serta mendapatkan
keuntungan dan manfaat lainnya. Selain itu tujuan MSDM dari segi
lainnya yaitu agar para pegawai dapat memperoleh upah/gaji yang
layak dari keuntungan dan manfaat lainnya yang telah diterima oleh

perusahaan.

Dapat diartikan bahwa tujuan MSDM vyaitu menciptakan
pegawai yang dapat membantu perusahaan demi tercapainya tujuan
dari perusahaan, baik secara efektif serta efisien sehingga dapat
mengorganisir SDM itu sendiri dalam menumbuhkan komitmen

kerjanya pada perusahaan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses paling sentral
dari sebuah perusahaan dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah
rangkaian yang harus ditempuh perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Berjalan dengan baiknya sebuah kegiatan perusahaan dapat tercipta

apabila adanya sebuah pertimbangan dalam fungsi manajemen itu sendiri.
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(Lussier & Hendon, 2016) mengemukakan bahwa terdapat 8 fungsi

MSDM, yaitu:

1)

2)

3)

Lingkungan Hukum

Perlunya mengerti  tentang  perundang-undangan dan
mengarahkan para pegawai agar dapat bekerja di ruang lingkup hukum
yang berlaku, seperti hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak
boleh dilakukan dalam hukum untuk melakukan wawancara.
Perusahaan bisa mengembangkan bermacam program serta
mengajarkan bagaimana caranya bekerja dengan beragam individu,
agar para pegawai taat pada hukum yang berlaku.
Kepegawaian

Merekrut pegawai dengan dibantu oleh manajer lini yang andil
bagian untuk menyeleksi pegawai yang akan bekerja di perusahaan
sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan serta berkaitan dengan posisi
yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan.
Pelatihan dan Pengebangan

Perusahaan dapat melakukan pengembangan program pelatihan
untuk para pegawainya termasuk kepada manajer lini. Perusahaan
memberikan sebuah informasi kepada para pegawai baru tentang apa
saja pekerjaan baru mereka, sementara itu para manajer lini
memberikan pelatihan tentang pelaksanaan pekerjaan baru kepada para

pegawai baru.



4)

5)

6)

7)
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Hubungan Karyawan

Perusahaan membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan setiap manajer lini  kemudian disesuaikan sesuai
perkembangan yang ada melalui hubungan antar para pegawali.
Perusahaan juga dapat memberikan arahan kepada manajer lini
bagaimana cara membimbing dan mendisiplinkan pegawai agar
terciptanya hubungan yang harmonis antar para pegawai.

Tenaga Kerja Hubungan Industri

Perusahaan bertanggung jawab untuk sebuah kebijakan ataupun
pelatihan untuk para pegawai serta manajer dalam menaati hukum
terkait ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila di dalam sebuah
perusahaan terdapat serikat pekerja, maka akan sangat membantu
perusahaan untuk melakukan negosiasi kontrak terhadap para
pekerjanya.

Kompensasi dan Keuntungan

Perusahaan bertanggung jawab untuk pemberian upah/gaji serta
tunjangan kepada pegawai sebagai bentuk balas jasa dengan apa yang
telah diberikan pegawai kepada perusahaan.

Keamanan dan Keselamatan

Perusahaan bertanggung jawab dalam keselamatan kerja para
pegawai serta dapat memastikan setiap manajer lini melatih dan
membimbing para pegawai agar dapat mematuhi aturan tentang

keselamatan dalam bekerja.
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8) Etika dan Tindak Lanjut

Perusahaan memiliki etika maupun aturan yang dapat
dikembangkan dan wajib untuk diikuti oleh setiap pegawai yang
berada di perusahaan baik para pegawai maupun manajer. Apabila
aturan tersebut dilanggar maka akan ada pemberian hukuman

(punishment) baik itu berupa teguran maupun pemberhentian kerja.

2.2 Penilaian Kinerja

Proses yang di mana perusahaan melakukan evaluasi kinerja maupun
penilaian kinerja kepada setiap individu pegawai yang bekerja di perusahaan
(Hanggraeni, 2012). Selain itu penilaian kinerja adalah cara sistematis yang
dapat mengevaluasi potensi, kontribusi, nilai, dan prestasi dari seorang
pegawai oleh orang-orang yang sudah diberikan wewenang lebih di
perusahaan sebagai bentuk dari landasan dalam pengembangan kinerja
(Hartatik, 2014). Penilaian kerja merupakan proses penilaian yang dapat
membantu pegawai untuk mengerti peran dan tujuannya dalam perusahaan,
serta ekspektasi kesuksesan yang dilakukan secara berkala. Maka dari itu
dapat dikatakan penilaian kinerja sebagai bentuk evaluasi secara sistematis
terhadap kinerja para pegawai agar perusahaan dapat melihat kemampuan
yang dimiliki setiap pegawainya sehingga perusahaan dapat merencanakan
pengembangan karir bagi pegawai yang berdasarkan hasil penilaian kinerja
pegawai tersebut. Dalam penilaian kinerja harus dilaksanakan secara
konsisten agar dapat mengetahui layak dan tidaknya pegawai untuk

dipertahankan di perusahaan.
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2.3 Disiplin Kerja

2.4

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai hukuman untuk mengatur
sebuah penyimpangan atau tindakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,
atau memberi hukuman atas apa yang telah dilakukan seorang pegawai di
perusahaan agar mendapatkan kendali atau memaksakan kepatuhan (Pearson,
2015). Dalam hal ini disiplin kerja merupakan strategi pengendalian diri yang
secara pribadi membantu pegawai untuk mengendalikan diri, seperti menekan
rasa malas-malasan dan mengendalikan emosi. Selain itu disiplin kerja dapat
menumbuhkan rasa tanggung jawab, seperti mengidentifikasi tugas dan
kewajibannya sehingga dapat fokus untuk menyelesaikan kewajibannya
kepada perusahaan. Disiplin kerja juga dapat memperbaiki perilaku-perilaku
yang tidak baik dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan
penerapan disiplin kerja yang baik maka diharapkan dapat membentuk
kepribadian baru yang lebih disiplin, teratur, lebih menghargai, dan lebih
terukur. Melalui disiplin kerja pegawai dapat mengontrol dan menjaga dirinya
agar lebih baik, dengan selalu mengevaluasi diri dan menerapkan sikap
disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di perusahaan.

Reward

Kata reward berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti
“ganjaran” atau “hadiah”. Reward sendiri sebagai bentuk pemberian balas
jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya atas prestasi
pekerjaan yang dilakukan, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial

(Fahmi, 2016). Dalam hal ini pemberian reward bertujuan agar para pegawai
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semakin termotivasi dan giat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab
pekerjaannya, serta dapat meningkatkan prestasi yang telah dicapai sehingga
dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Reward dapat dikatakan
sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai apresiasi kepada pegawainya
karena melakukan kinerja sesuai target atau bahkan lebih, sebagai ungkapan
terima kasih dan perhatian dari perusahaan. Menurut (Mahsun, 2013) pada

dasarnya terdapat 2 jenis reward (penghargaan) yaitu:
1) Social reward

Social reward merupakan sebuah penghargaan yang berupa pujian
atau pengakuan diri yang berasal dalam dan luar perusahaan ataupun
seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi di perusahaan. Penghargaan
tersebut diberikan atas dasar prestasi yang telah dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada
perusahaan. Berikut bentuk dari social reward:

a) Financial material yang terdiri dari:
1. Gaji/upah

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk pembayaran
kepada pegawai atas jasanya kepada perusahaan yang memiliki
jenjang jabatan dan dibayarkan secara tetap per bulan serta
mempunyai jaminan yang pasti. Sedangkan upah merupakan
imbalan yang diterima buruh atas apa yang telah dikerjakan dan
dibayarkan berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau jumlah produk

yang dihasilkan oleh buruh tersebut.
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2. Tunjangan

Tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan baik
secara finansial dan non-finansial yang merupakan tambahan di
luar gaji/upah dan manfaatnya dapat diterima dan dirasakan oleh
pegawai. Seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan
kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan
melahirkan, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan
kepegawaian. Pemberian tunjangan ini  sebagai bentuk
peningkatan  kesejahteraan  pegawai,  sehingga  dapat
mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental agar

semakin meningkatnya produktivitas kerja para pegawai.
3. Insentif

Insentif merupakan imbalan khusus yang diterima
langsung oleh pegawai yang merupakan bentuk motivasi yang
dilakukan perusahaan agar para pegawai dapat menghasilkan
kinerja yang unggul ‘“superior performance”, serta sebagai
pengakuan dari perusahaan terhadap Kinerja para pegawainya dan
kontribusinya terhadap perusahaan.

b) Non-financial material terdiri dari:
1. Promosi

Penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pegawai

yang berkompeten dan memiliki kapabilitas yang telah memenuhi

syarat-syarat promosi. Tentunya dengan memiliki tujuan atau
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manfaat bagi kepentingan perusahaan maupun kepentingan
pegawai itu sendiri. Sehingga promosi merupakan perpindahan
dari suatu jabatan ke jabatan lainnya yang lebih tinggi dengan
status, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari
jabatan sebelumnya.
2. Piagam penghargaan
Penghargaan yang diberikan berupa piagam penghargaan
atau plakat berdasarkan prestasi kerja yang dilakukan setiap
pegawai yang memenuhi target bahkan melampaui target
perusahaan dan terkait masa bakti pegawai di perusahaan.
2) Psychic reward
Psychic reward merupakan penghargaan yang berkaitan dengan
harga diri (self esteem), kepuasan diri (self satisfaction), dan kepuasan
tersendiri atas hasil yang telah dicapai. Berupa pujian atau pengakuan diri
yang berasal dari diri pegawai itu sendiri atau lingkungan sekitar.
Biasanya berupa perasaan senang, bangga, serta memiliki kepuasaan diri
dengan hasil yang telah dicapai. Berikut contoh dari psychic reward:
1. Pujian
Salah satu psychic reward yang paling sering dilakukan
bahkan bisa dibilang mudah juga dilakukan. Pujian ini dapat berupa
kata-kata bagus, luar biasa, baik, dan sebagainya. Selain itu bukan
hanya berupa kata-kata melainkan juga ada isyarat, seperti

mengacungkan jempol, bertepuk tangan, dan sebagainya. Hal tersebut
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dapat memunculkan rasa bangga terhadap diri sendiri atas apa yang

telah dicapai.
2. Penghormatan

Pada psychic reward ini dapat berbentuk penobatan, seperti
penobatan pegawai terbaik pada satu periode bulan. Pemberian
pengobatan tersebut diharapkan terciptanya persaingan antar pegawai

yang sehat dan kompetitif serta adil.

2.4.1 Tujuan Pemberian Reward

Pemberian reward dalam hal ini bertujuan untuk memotivasi dan
menarik para pegawai agar dapat terus memiliki kualitas dan
meningkatkan Kkinerjanya sehingga dapat memelihara struktur bayaran
secara adil dan kompetitif baik internal maupun eksternal (Moorhead &
Griffin, 2013). Dengan adanya reward ini merupakan bentuk imbalan atau
hadiah dari perusahaan untuk pegawainya, atas capaian pekerjaan yang
dilakukan pegawai tersebut untuk kepentingan perusahaan. Selain itu
dengan pemberian reward, diharapkan akan membangun hubungan positif
antara perusahaan dan para pegawainya. Jadi pegawai akan lebih merasa
dihargai atas apa yang telah dikerjakan. Tujuan diberikannya reward
menurut (Hasibuan, 2017):

1) lkatan kerja
Terjalinnya hubungan antara perusahaan dengan pegawai
secara formal, pegawai harus mengerjakan tugasnya di perusahaan

dengan baik dan benar, sedangkan perusahaan wajib memberikan



2)

3)

4)

5)
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reward kepada pegawainya sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.
Kepuasan kerja

Bentuk kepuasan tersendiri para pegawai yang telah melakukan
tugas dan kewajibannya di perusahaan dengan baik, sehingga para
pegawai merasa dihargai atas apa yang telah dikerjakan. Pegawai juga
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan
egoistiknya, kemudian pegawai akan mendapatkan kepuasan terhadap
Kinerjanya di perusahaan.
Pengadaan Efektif

Apabila reward yang ditetapkan untuk pegawai cukup besar,
maka pengadaan pegawai yang berkualitas untuk perusahaan akan
lebih mudah.
Motivasi

Perangsang kepada pegawai agar mempertahankan Kinerjanya,
apabila reward yang diberikan cukup besar, maka hal itu akan mudah
memotivasi para pegawai.
Stabilitas

Terjalinnya stabilitas antar pegawai dengan prinsip adil dan
layak serta konsistensi kerja yang baik, sehingga stabilitas antar
pegawai lebih terjamin karena turnover (pergantian pegawai) relatif

kecil.
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6) Disiplin
Dengan pemberian reward yang cukup besar maka diharapkan
para pegawai menjadi lebih disiplin dan semakin baik Kkinerjanya,
kemudian dapat menaati peraturan yang berlaku di perusahaan.
7) Pengaruh Serikat Buruh
Dengan program reward yang baik pengaruh serikat buruh
dapat dihindarkan, sehingga karyawan akan berkonsentrasi pada
pekerjaannya di perusahaan.
8) Pengaruh Pemerintah
Apabila program reward sesuai dengan Undang-Undang
pekerja yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka campur

tangan pemerintah dapat ditangani.

2.5 Punishment

Punishment berasal dari Bahasa inggris yang berarti “hukuman” atau
“sanksi”. Punishment merupakan bentuk ancaman hukuman/sanksi yang
bertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai yang melanggar guna
memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran bahkan efek
jera kepada pelanggarnya (Mangkunegara, 2015). Selain itu menurut
(Baharuddin, 2015) punishment adalah pemberian atau menghadirkan sebuah
situasi yang ingin dihindari dalam berkegiatan untuk menurunkan tingkah
laku yang tidak sesuai dengan aturan pemberian punishment agar para
pegawai yang melanggar merasa jera, sehingga tidak akan mengulanginya

lagi. Selain itu punishment merupakan sanksi yang diterima oleh pegawai
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karena ketidakmampuannya dalam mengerjakan atau melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan tugas yang diperintahkan (Fahmi, 2016). Berikut ini

jenis tingkatan punishment dalam sebuah perusahaan menurut (Zainal,

Ramly, Mutis, & Arafah, 2015):

1)

2)

3)

Hukuman ringan

a) Teguran Lisan langsung kepada pegawai yang melanggar

b) Teguran tertulis (surat peringatan)

c) Pernyataan tidak puas secara lisan

Hukuman sedang

a) Penundaan kenaikan jabatan (golongan)

b) Penundaan kenaikan gaji apabila telah direncanakan sebagaimana
dengan pegawai lainnya

c) Penurunan gaji yang besarannya disesuaikan dengan peraturan
perushaan

Hukuman berat

a) Teguran Lisan langsung kepada pegawai yang melanggar

b) Demosi

c) Pembebasan jabatan

d) Pemberhentian kerja atas permintaan pegawai yang bersangkutan

e) Pemberhentian hubungan kerja (PHK) sebagai pegawai di

perusahaan.
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2.5.1 Tujuan Pemberian Punishment

Pemberian punishment bertujuan sebagai metode dalam merubah

perilaku dalam perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja

para pegawai di perusahaan. Punishment sendiri merupakan bagian dari

konsekuensi perilaku negatif, seperti teori yang dikemukakan (Purwanto,

2014) sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Teori pembalasan

Pemberian hukuman sebagai pembalasan atas kelalaian atau
pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pegawai.
Teori perbaikkan

Pemberian hukuman untuk membasmi adanya kejahatan.
Dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku pegawai yang melanggar
agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.
Teori perlindungan

Pemberian hukuman untuk melindungi masyarakat dari
perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat
mendapat perlindungan dari kejahatan yang dilakukan oleh pegawai
yang melanggar.
Teori ganti rugi

Pemberian hukuman untuk mengganti kerugian yang
ditimbulkan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai

yang melanggar.
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5) Teori menakut-nakuti
Pemberian hukuman agar menimbulkan rasa takut kepada
setiap pegawai atas pelanggaran yang diperbuat sehingga selalu takut

untuk melakukan perbuatan itu kembali.



BAB Il
ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum
3.1.1 Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 tahun 2019 tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga pemerintah
nonkementerian yang melekat pada Kementerian Riset, dan Teknologi
(Kemenristek). Menristekdikti juga merangkap sebagai kepala BRIN.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sendiri adalah lembaga
pemerintah yang menjalankan pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Bersamaan dengan itu, tanggal
28 April 2021 BRIN menjadi sebuah badan yang berdiri sendiri. Sehingga
tidak lagi melekat dengan Kemenristek, hal itu dikarenakan adanya
perubahan nomenklatur pada Kementerian Riset, dan Teknologi

(Kemenristek) oleh Presiden Joko Widodo.

Pada saat reshuffle kabinet kedua Kementerian Riset, dan
Teknologi (Kemenristek) digabung dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian  Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Selain itu
pemisahan BRIN dengan Kemenristek dibahas dalam rapat Komisi VII
DPR dengan Kemenristek pada April 2021. Pemisahan BRIN tersebut juga

sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem
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Nasional IImu Pengetahuan dan Teknologi. Hal itu disebabkan oleh
kinerja yang tidak optimal dan tidak adanya payung hukum yang baru.
Sebelumnya BRIN diatur Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2019, dan
aturan tersebut memiliki masa berlaku yang sudah tidak berlaku pada

tanggal 31 Desember 2019 seperti yang termaktub dalam Pasal 36 Ayat 1.

Presiden Joko Widodo kemudian mengganti Perpres tersebut
dengan aturan baru, namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) belum mengesahkan aturan baru tersebut. Terbitnya
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021, maka secara resmi
pada tanggal 28 April 2021 BRIN terpisah dari Kemenristek menjadi
badan otonom dan berdiri sendiri sebagai lembaga pemerintahan
nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Selain itu terdapat 4 Lembaga
Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang digabung ke dalam BRIN,
seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Sehingga membuat posisi BRIN bukan lagi sebagai regulator, karena
fungsi regulasi tetap berada pada kementerian terkait. Berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN) yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24

Agustus 2021, pada Pasal 3 BRIN mempunyai tugas untuk membantu
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Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan
inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan
keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan
monitoring, pengadilan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2021
Pasal 65. BRIN sudah mengajukan pengalihan pegawai sebanyak 2.476
dari 34 Kementerian/Lembaga kepada Kepala BKN Sebanyak 1.089 Surat
Keputusan (SK) pengalihan pegawai dari 28 Kementerian/Lembaga telah
diserahkan kepada Kepala BKN kepada Kepala BRIN. Proses pengalihan
pegawai kementerian/lembaga menjadi pegawai di lingkungan BRIN ini
sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 78 Tahun 2021 Pasal 65 tentang
BRIN.
Visi dan Misi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
A) Visi
“Terwujudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal,
profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada
Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan Visi dan Misi
Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.
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B) Misi

1) Memberikan dukungan teknis

2) dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif,

3)

4)

kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan
penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta
invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi
serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset
dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan
secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.

Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang
pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan

kelembagaan.
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3.1.3 Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Sebagai Lembaga Pemerintah tentunya BRIN memiliki tanda

pengenal berupa logo. Dengan adanya logo sebuah lembaga pemerintah
seperti memiliki identitas tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsi
Lembaga Pemerintah tersebut. Begitu pula dengan BRIN yang memiliki

logo seperti dibawah ini:

oL BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Gambar 3.1
Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sumber: google foto (2022)



3.1.4 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
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Gambar 3.2
Struktur Organisasi BRIN

Sumber:https://www.brin.go.id/page/23/struktur-organisasi
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Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 1

Tahun 2021 yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.

78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Maka

struktur BRIN terdiri dari 10 pejabat tinggi madya dan 45 pejabat tinggi

pratama yang terdiri dari 3 Inspektur, 41 Direktur, 1 Direktur Politeknik,

dan 12 Kepala Organisasi Riset.

Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

A) Tugas

B)

BRIN bertugas melakukan monitoring, pengendalian, dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan
Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.
78 Tahun 2021 tentang BRIN yang ditandatangani Presiden Jokowi
pada 24 Agustus 2021, pada pasal 3 BRIN mempunyai tugas
membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta
invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi.
Fungsi

BRIN juga menyelenggarakan 14 fungsi, seperti yang
termaktub dalam pasal 4 sebagai berikut:

1) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi



2)

3)

4)

5)

6)
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perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian
ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila.

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi
yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian,
penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi,
manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber
daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset
dan inovasi, fasilitas riset dan inovasi pemanfaatan riset dan
inovasi.

Pengintegrasian  sistem penyusunan perencanaan, program,
anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi,
penyelenggaraan  ketenaganukliran, dan  penyelenggaraan
keantariksaan.

Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

Pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi,



7)

8)

9)
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penyelenggaraan  ketenaganukliran, dan  penyelenggaraan
keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis
penelitian, pengembangan,pengkajian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan
sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

Pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi
kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan
melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan
lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai

bagian dari identitas bangsa.

10) Pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi

serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan

keantariksaan.

11) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi BRIDA.
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12) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN.
13) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN.

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

3.1.6 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN)
A) Tujuan
1) Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu
pengetahuan dari hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dalam
rangka peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan
kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim.
2) Terwujudnya sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitasi dan
pemanfaatan riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif.
3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Badan Riset dan Inovasi
Nasional yang baik dan bersih.
B) Sasaran Strategis
1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang

selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.
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2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan
produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan
berkelanjutan.

3) Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan
inovasi BRIN.

4) Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan
kerentanan iklim.

5) Tata kelola BRIN yang efektif, efisien dan akuntabel.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Reward Pada Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional

Reward diberikan kepada pegawai sebagai bentuk balas jasa dari
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan pencapaian dan prestasi
yang diraih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada
BRIN. Hal itu sangatlah berpengaruh pada tiap individu pegawai, karena
dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan diapresiasi kinerjanya oleh
BRIN. Hal tersebut juga berdampak pada BRIN itu sendiri untuk terus
produktif dan meningkatkan kualitas Kinerjanya dalam membantu
pemerintah. Pemberian reward pada BRIN telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan BRIN.
Sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.

Reward yang terdapat pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

terbagi menjadi 2 bagian, yaitu finansial dan non-finansial
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A) Reward Finansial
Reward yang sebagian besar berupa uang yang diberikan pada
periode tetap dan periode tertentu, berikut adalah reward finansial yang
terdapat di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN):
1) Pemberian Gaji
Pemberian gaji yang diberikan Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN) kepada para pegawainya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. BRIN memberikan
gaji pokok kepada pegawainya berdasarkan golongan ruang dan
masa kerja golongan terhitung setiap bulannya pada tanggal 1
sebagai bentuk balas jasa/imbalan atas pekerjaan yang telah
mereka laksanakan.
Besaran gaji yang diterima setiap pegawai di lingkungan
BRIN telah disesuaikan dengan golongan ruang dan masa kerja
golongan seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP)
No. 15 Tahun 2019. Golongan ruang dan masa kerja golongan

terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:



Tabel 3.1
Daftar Gaji Pokok Golongan |

Golongan |
MKG a b c d
0 1.560.800
1
2 1.610.000
3 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800
4 1.660.700
5 1.758.200 | 1.832.600 | 1.910.100
6 1.713.000
7 1.813.600 | 1.890.300 | 1.970.200
8 1.766.900
9 1.870.700 | 1.949.800 | 2.032.300
10 | 1.822.600
11 1.929.600 | 2.011.200 | 2.096.300
12 | 1.880.000
13 1.990.400 | 2.074.600 | 2.162.300
14 | 1.939.200
15 2.053.100 | 2.139.900 | 2.230.400
16 | 2.000.300
17 2.117.700 | 2.207.300 | 2.300.700
18 | 2.063.300
19 2.184.400 | 2.276.800 | 2.373.100
20 | 2.128.300
21 2.253.200 | 2.348.500 | 2.447.900
22 | 2.195.300
23 2.324.200 | 2.422.500 | 2.525.000
24 | 2.264.400
25 2.397.400 | 2.498.800 | 2.604.500
26 | 2.335.800
27 2.472.900 | 2.577.500 | 2.686.500

Sumber: PP No.15 Tahun 2019
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Tabel 3.2
Daftar Gaji Pokok Golongan Il
Golongan 11
MKG a b c d
0 2.022.200
1 2.054.100
2
3 2.118.800 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.200
4
5 2.185.500 | 2.277.900 | 2.374.300 | 2.474.700
6
7 2.254.300 | 2.349.700 | 2.449.100 | 2.552.700
8
9 2.325.300 | 2.423.700 | 2.526.200 | 2.633.100
10
11 | 2.398.600 | 2.500.000 | 2.605.800 | 2.716.000
12
13 | 2.474.100 | 2.578.800 | 2.687.800 | 2.801.500
14
15 | 2.552.000 | 2.660.000 | 2.772.500 | 2.889.800
16
17 | 2.632.400 | 2.743.800 | 2.859.800 | 2.980.800
18
19 | 2.715.300 | 2.830.200 | 2.949.900 | 3.074.700
20
21 | 2.800.800 | 2.919.300 | 3.042.800 | 3.171.500
22
23 | 2.889.100 | 3.011.300 | 3.138.600 | 3.271.400
24
25 |2.980.000 | 3.106.100 | 3.237.500 | 3.374.400
26
27 | 3.073.900 | 3.203.900 | 3.339.400 | 3.480.700
28
29 |3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300
30
31 | 3.270.600 | 3.408.900 | 3.553.100 | 3.703.400
32
33 | 3.373.600 | 3.516.300 | 3.665.000 | 3.820.000

Sumber: PP No.15 Tahun 2019
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Tabel 3.3
Daftar Gaji Pokok Golongan 1l
Golongan 1l

MKG a b C d

0 |2.579.400 | 2.688.500 | 2.802.300 | 2.920.800
% 2.660.700 | 2.773.200 | 2.890.500 | 3.012.800
2 2.744.500 | 2.860.500 | 2.981.500 | 3.107.704
2 2.830.900 | 2.950.600 | 3.075.500 | 3.205.500
; 2.920.100 | 3.043.600 | 3.172.300 | 3.306.500
190 3.012.000 | 3.139.400 | 3.272.200 | 3.410.600
E 3.106.900 | 3.238.300 | 3.375.300 | 3.518.100
ii 3.204.700 | 3.340.300 | 3.481.600 | 3.628.900
12 3.305.700 | 3.445.500 | 3.591.200 | 3.743.100
1; 3.409.800 | 3.554.000 | 3.704.300 | 3.861.000
%Cg) 3.517.200 | 3.665.900 | 3.821.000 | 3.982.600
g% 3.627.900 | 3.781.400 | 3.941.400 | 4.108.100
32 3.742.200 | 3.900.500 | 4.065.500 | 4.237.500
32 3.860.100 | 4.023.300 | 4.193.500 | 4.370.900
2573 3.981.600 | 4.150.100 | 4.325.600 | 4.508.600
123C9) 4.107.000 | 4.280.800 | 4.461.800 | 4.650.600
2; 4.236.400 | 4.415.600 | 4.602.400 | 4.797.000

Sumber: PP No.15 Tahun 2019
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Tabel 3.4
Daftar Gaji Pokok Golongan 1V
Golongan IV
MKG a b C d e
0 ]3.044.300 | 3.173.100 | 3.307.300 | 3.447.200 | 3.593.100
; 3.140.200 | 3.273.100 | 3.411.500 | 3.555.800 | 3.706.200
2 3.239.100 | 3.376.100 | 3.518.900 | 3.667.800 | 3.822.900
2 3.341.100 | 3.482.500 | 3.629.800 | 3.783.300 | 3.943.300
; 3.446.400 | 3.592.100 | 3.744.100 | 3.902.500 | 4.067.500
190 3.554.900 | 3.705.300 | 3.862.000 | 4.025.400 | 4.195.700
E 3.666.900 | 3.822.000 | 3.983.600 | 4.152.200 | 4.327.800
12 3.782.400 | 3.942.400 | 4.109.100 | 4.282.900 | 4.464.100
12 3.901.500 | 4.066.500 | 4.238.500 | 4.417.800 | 4.604.700
1; 4.024.400 | 4.194.600 | 4.372.000 | 4.557.000 | 4.749.700
;(9) 4.151.100 | 4.326.700 | 4.509.700 | 4.700.500 | 4.899.300
g% 4.281.800 | 4.463.000 | 4.651.800 | 4.848.500 | 5.053.600
32 4.416.700 | 4.603.500 | 4.798.300 | 5.001.200 | 5.212.800
32 4.555.800 | 4.748.500 | 4.949.400 | 5.158.700 | 5.377.000
gé 4.699.300 | 4.898.100 | 5.105.300 | 5.321.200 | 5.546.300
123(9) 4.847.300 | 5.052.300 | 5.266.100 | 5.488.800 | 5.721.000
g% 5.000.000 | 5.211.500 | 5.431.900 | 5.661.700 | 5.901.200

Sumber: PP No.15 Tahun 2019
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2) Kenaikan Pangkat/Golongan dan Kenaikan Gaji

Kenaikan  pangkat/golongan pada pegawai BRIN

merupakan sebuah reward yang diberikan atas prestasi kerja dan

pengabdian pegawai tersebut terhadap negara, biasanya diikuti

dengan kenaikan gaji sesuai dengan pangkat/golongan baru dan

masa kerja golongan. Kenaikan pangkat pegawai dalam lingkungan

BRIN terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a)

b)

Kenaikan Pangkat Reguler

Diberikan kepada pegawai BRIN yang telah
menunjukan prestasi kerja yang baik, melaksanakan tugas
belajar, dan tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
serta dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar
instansi induknya dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang
telah ditetapkan persamaan eselonya atau jabatan fungsional
tertentu. Kenaikan pangkat regular diberikan tidak melebihi
pangkat atasan langsung pegawai tersebut. Kenaikan pangkat
regular diberikan setingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya 4
tahun dalam pangkat terakhirnya dengan unsur penilaian
terhadap prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai dalam 2
tahun terakhir.
Kenaikan Pangkat Pilihan

Diberikan kepada pegawai BRIN yang menduduki

jabatan struktural atau jabatan fungsional dengan jabatan
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tertentu yang pangkatnya ditetapkan dengan Keputusan
Presiden (Kepres). Serta dipekerjakan atau diperbantukan
secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam
jabatan pimpinan dan telah ditetapkan persamaan eselonya atau
jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat pilihan diberikan
kepada pegawai BRIN yang menduduki jabatan struktural dan
pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat
terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikan
pangkatnya satu tingkat lebih tinggi apabila telah satu tahun
dalam pangkat yang dimilikinya dan sekurang-kurangnya satu
tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya. Dengan
setiap unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai baik
sekurang-kurangnya dalam 2 tahun

c) Kenaikan Pangkat Istimewa

Diberikan kepada pegawai BRIN yang menemukan
penemuan baru atau inovasi baru yang bermanfaat bagi negara,
menunjukan prestasi kerja yang luar biasa secara terus

menerus-menerus selama 2 tahun terakhir.

3) Pemberian Tunjangan
Pemberian tambahan pendapatan di luar gaji pokok
pegaawai di lingkungan BRIN, sebagai bantuan dari BRIN kepada
para pegawainya. Tunjangan yang diberikan dapat berupa uang

yang diberikan atau pengalokasian secara rutin untuk tujuan
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tertentu yang dapat membantu pekerjaan pegawai di lingkungan
BRIN. Pemberian tunjangan pegawai di lingkungan BRIN juga
telah diatur dalam Perundang-undangan, yang kemudian dibagi
menjadi 2 yaitu:
1) Tunjangan Tetap
Tunjangan yang diberikan kepada pegawai BRIN secara
rutin setiap bulannya, bersamaan dengan pemberian gaji pokok
pegawai BRIN. Berikut adalah pemberian tunjangan tetap di
lingkungan BRIN:
a) Tunjangan Kinerja
Tunjangan kinerja (Tukin) adalah tunjangan yang
diberikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada
para pegawainya atas capaian kinerja yang telah dicapai.
Besaran tunjangan Kkinerja diberikan sesuai dengan
penilaian kinerja pegawai berdasarkan kelas jabatan sesuai
Peraturan  Perundang-undangan. Setiap pegawai di
lingkungan BRIN berhak menerima tunjangan kinerja pada
tiap bulannya sesuai dengan capaian kinerjanya. Pemberian
tunjangan kinerja di lingkungan BRIN telah diatur dalam
Peraturan Peraturan BRIN No. 12 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pemberian

tukin kepada para pegawai BRIN disesuaikan dengan
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Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 27 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Riset dan

Inovasi Nasional No. 4 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan

Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi

Nasional. Berikut adalah persentase besaran pemberian

tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian kinerja pegawai,

daftar tunjangan kinerja pegawai, dan nama jabatan dan

kelas jabatan di lingkungan BRIN:

Tabel 3.5
Persentase Tunjangan Kinerja Berdasarkan Penilaian
Kinerja Pegawai

Persentase Persentase Nilai
(nilai mutlak) Tunjangan Penilaian
Prestasi Kerja Kinerja Kinerja
> 91,66% (> 109,99) 100% sangat baik
85,01% - 91,66% (102,01 0 :
—109,99) 100% baik
80,01% - 85,00% (96,01 — 0 .
102,00) 90% baik
75,01% - 80,00% (90,01 — ), .
96,00) 80% baik
70,01% - 75,00% (84,01 — 0
90,00) 70% cukup
58,34% - 70,00% (70,00 — n
84,00) 60% cukup
41,68% - 58,33% (50,01 — 0
69,99) 50% kurang
< 41,67% (< 50,00) 40% liangat
urang

Sumber: Peraturan BRIN No. 27 Tahun 2022
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Tabel 3.6

Daftar Tunjangan Kinerja Pegawai

No | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
1 17 Rp.33.240.000,00
2 16 Rp.27.577.500,00
3 15 Rp.19.280.000,00
4 14 Rp.17.064.000,00
5 13 Rp.10.936.000,00
6 12 Rp.9.896.000,00
7 11 Rp.8.757.600,00
8 10 Rp.5.979.200,00
9 9 Rp.5.079.200,00
10 8 Rp.4.595.150,00
11 7 Rp.3.915.950,00
12 6 Rp.3.510.400,00
13 5 Rp.3.134.250,00
14 4 Rp.2.985.000,00
15 3 Rp.2.898.000,00
16 2 Rp.2.708.250,00
17 1 Rp.2.531.250,00

Sumber: Peraturan BRIN No. 27 Tahun 2022

Tabel 3.7
Daftar Jabatan Fungsional dan Kelas Jabatan Tenaga Nuklir
di BRIN
No Nama Jabatan Fungsional Kelas
Jabatan
33 | Pengembang Teknologi Nuklir
Pengembang Teknologi Nuklir 14
Ahli Utama
Pengembang Teknologi Nuklir 12
Ahli Madya
Pengembang Teknologi Nuklir 10
Ahli Muda
Pengembang Teknologi Nuklir 8
Ahli Pertama
34 | Pranata Nuklir
Pranata Nuklir Penyelia 9
Pranata Nuklir Mahir 8
Pranata Nuklir Terampil 7

Sumber: Peraturan BRIN No. 12 Tahun 2021
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b) Tunjangan Suami/Istri

Tunjangan yang apabila pegawai dilingkungan
BRIN sudah beristri/bersuami  diberikan  tunjangan
istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok sesuai
perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan
apabila suami istri keduaduanya bekerja sebagai Pegawai
Negeri, maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada
salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok yang paling
tinggi di antara keduanya.

c) Tunjangan Anak

Sama halnya dengan tunjangan istri/suami,
tunjangan anak diberikan kepada pegawai di lingkungan
BRIN yang mempunyai anak kandung/anak angkat yang
berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, serta belum
pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan
masih menjadi tanggungan pegawai tersebut. Tunjangan
yang diberikan sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok
untuk setiap anak dengan sebanyak-banyaknya untuk 3

(tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

2) Tunjangan Tidak Tetap
a) Uang Makan
Pemberian uang makan Kkepada pegawai di

lingkungan BRIN berdasarkan daftar hadir pegawai pada
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setiap hari kerja dalam 1 (satu) bulan yang pembayarannya
dilakukan pada awal bulan berikutnya. Besaran uang makan
yang diberikan per hari sesuai satuan biaya, yang telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar
biaya masukan. Pemberian uang makan tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung ke rekening
pegawai, melainkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
mengajukan terlebih dahulu permohonan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas
pembayaran uang makan secara langsung melalui rekening
bendahara instansi pemerintah terkait dalam hal ini BRIN.
Besaran uang makan diatur dalam Peraturan Kementerian
Keuangan (PMK) No. 60/PMK.02/2021 Tahun 2021

Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022,

yaitu:
Tabel 3.8
Uang Makan Bagi Pegawai BRIN
Uraian Satuan Besaran
Golongan I dan Il | Orang/Hari | Rp.35.000
Golongan Il Orang/Hari | Rp.37.000
Golongan 1V Orang/Hari | Rp.41.000

Sumber: PMK No. 60/PMK.02/2021

b) Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada
pegawai di lingkungan BRIN sebagai bentuk penghargaan

atas pengabdian dan kontribusi pegawai kepada bangsa dan
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negara. Pemberian THR bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari
gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat
seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan
jabatan, dan 50% (lima puluh persen) dari tunjangan
kinerja. THR diberikan pada hari raya Idul Fitri.
Gaji Ke-13

Sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-
13 diberikan kepada pegawai di lingkungan BRIN sebagai
apresiasi atas pengabdian serta kontribusi terhadap bangsa
dan negara. Pemberian gaji ke-13 bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari
gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat
seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan
jabatan, dan 50% (lima puluh persen) dari tunjangan
kinerja. Gaji ke-13 diberikan setiap tahun ajaran baru
sekolah.
Tunjangan Kesehatan

Pemberian tunjangan ini diberikan oleh BRIN
kepada para pegawainya untuk melindungi kesehatan
pegawai dalam melaksanakan pekerjaanya di BRIN.
Tunjangan kesehatan untuk pegawai dilingkungan BRIN

diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
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(BPJS) Kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan
Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan. Dengan ketentuan terbaru yang tertera
dalam Peraturan Presiden (Perpres) pembayaran iuran
sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok pegawai BRIN
per bulan, yang terdiri dari 4% (empat persen) dibayar oleh
BRIN sebagai pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar
oleh tiap pegawai.
4) Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Uang yang diberikan ketika melakukan pekerjaan yang
harus dilakukan oleh pegawai di lingkungan BRIN pada waktu
tertentu di luar waktu kerja yang telah ditetapkan oleh setiap
instansi pemerintahan dalam hal ini BRIN. Hal itu juga berkaitan
dengan uang makan lembur yang diberikan oleh BRIN kepada
paegawainya yang melakukan kerja lembur. Pemberian uang
lembur dan uang makan lembur bertujuan untuk menningkatkan
gairah kerja pegawai di lingkungan BRIN untuk menyelesaikan
pekerjaan dan tugas di luar jam kerja. Besarannya telah diatur
dalam  Peraturan  Kementerian Keuangan (PMK) No.
60/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:



Tabel 3.9
Uang Lembur Bagi Pegawai BRIN

Uraian

Satuan

Besaran

Golongan |

Orang/Jam | Rp.13.000

Golongan 1l

Orang/Jam | Rp.17.000

Golongan I

Orang/Jam | Rp.20.000

Golongan IV

Orang/Jam | Rp.25.000

Sumber: PMK No. 60/PMK.02/2021

Tabel 3.10
Uang Makan Lembur Bagi Pegawai BRIN
Uraian Satuan Besaran
Golongan I dan Il | Orang/Hari | Rp.35.000
Golongan I Orang/Hari | Rp.37.000
Golongan 1V Orang/Hari | Rp.41.000

Sumber: PMK No. 60/PMK.02/2021

B) Reward non-finansial
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Reward berupa penghargaan atau apresiasi yang diberikan

kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan Badan Riset dan

Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tanda jasa atas pengabdiannya

kepada negara. Berikut adalah reward finansial yang terdapat di BRIN:

1) Penghargaan Masa Kerja

Berupa tanda penghargaan

dari  negara

terhadap

pegawainya yang telah mengabdi kepada negara. Bertujuan untuk

menghargai pegawai yang telah berkerja keras dan memiliki

loyalitas terhadap negara. Penghargaan masa kerja pegawai

diberikan setiap masa kerja 10 tahun. Penghargaannya berupa

piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya beseta

mendalinya.
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Penghargaan Purna kerja

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang sudah
memasuki purnabakti. Penghargaan yang diberikan berupa piagam
purnabakti dan Surat Keterangan (SK) Pensiun.

Cuti

Hak ketidakhadiran sementara bagi setiap pegawai di
lingkungan BRIN beserta dengan keterangan dari pegawai tersebut.
Atau bisa disebut dengan libur sejenak yang bertujuan menjaga
kesehatan bagi pegawai itu sendiri. Dengan adanya Keputusan
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 23/HK/2022 tentang
Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

BRIN, Berikut jenis-jenis cuti yang ada di lingkungan BRIN:

a) Cuti Tahunan
Hak untuk cuti tahunan pegawai di lingkungan BRIN
diberikan paling banyak 12 hari kerja.
b) Cuti Besar
Hak untuk cuti besar diberikan paling lama 3 bulan,
biasanya untuk kepentingan agama seperti ibadah haji.
c) Cuti Sakit
Hak untuk cuti sakit diberikan paling lama 1 tahun dan
dapat ditambah 6 bulan. Apabila pegawai menderita sakit,

megalami gugur kandungan, dan mengalami kecelakaan yang
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diperlukan mendapatkan perawatan dengan melampirkan surat
keterangan dokter.
d) Cuti Melahirkan
Hak cuti pegawai wanita untuk kelahiran anak pertama
sampai anak ketiga saat menjadi pegawai. Cuti melahirkan
diberikan paling lama 3 bulan, namun dapat juga

mengajukannya kurang dari 3 bulan.

e) Cuti Karena Alasan Penting
Hak cuti yang diberikan apabila ada kepentingan yang
mendesak seperti keluarga inti sakit keras atau meninggal
dunia.

f) Cuti di Luar Tanggungan Negara

Hak cuti yang diberikan apabila mengikuti suami/istri
tugas negara atau tugas belajar di luar negeri, serta
melampirkan surat penugasan atau surat tugas dari pejabat

berwenang.

3.2.2 Punishment Pada Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional

Punishment atau hukuman yang diterapkan kepada pegawai di
lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nassional (BRIN) sudah termaktub
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Bagi pegawai di lingkungan BRIN yang tidak
menaati peraturan pada Pasal 3 sampai Pasal 5 (PP) No. 94 Tahun 2021,

maka akan dijatuhi punishment atau hukuman disiplin sesuai peraturan
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perundang-undangan. Punishment pegawai di lingkungan BRIN terbagi

menjadi tingkat hukuman dan jenis hukuman, yaitu:

A) Tingkat Hukuman Disiplin
1) Hukuman Disiplin Ringan
2) Hukuman Disiplin Sedang
3) Hukuman Disiplin Berat
B) Jenis Hukuman Disiplin
1) Jenis Hukuman Disiplin Ringan

a) Teguran lisan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam
periode 1 tahun.

b) Teguran tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai 6 hari kerja
dalam periode 1 tahun.

c) Teguran tidak puas secara tertulis bagi pegawai yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7
sampai 10 hari kerja dalam periode 1 tahun.

2) Jenis Hukuman Disiplin Sedang

a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 11 sampai 13 hari kerja dalam periode

1 tahun.
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Pemotongan tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 14 sampai 16 hari kerja dalam periode
1 tahun.

Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan
bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 17 sampai 20 hari kerja dalam periode

1 tahun.

3) Jenis Hukuman Disiplin Berat

a)

b)

d)

Penurunan jabatan satu tingakat lebih rendah selama 12 bulan
bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam periode
1 tahun.

Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12
bulan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah secara kumulatif selama 25 sampai 27 hari kerja dalam
periode 1 tahun.

Pemberhentian pegawai dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dari
periode 1 tahun.

Pemberhentian pegawai dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan
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yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja akan

diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

3.2.3 Kendala Dalam Penerapan Rewad dan Punishment Pada Pegawai

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

A) Reward

Penerapan reward memiliki beberapa hambatan berupa
pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 oleh
pemerintah bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat dampak dari
pandemi covid-19 pada tahun 2021, akan tetapi pada 2022 pemberiaan
THR dan Gaji ke-13 diberikan secara penuh sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain itu dalam pemberian reward kepada
pegawai yang mengacu pada penilaian kinerja pegawai, pelaksanaan
penilaian kinerja belum maksimal akibat terkendala pandemi covid-19
yang menyulitkan setiap pegawai dalam menilai Kkinerja pegawai
lainnya. Selain itu kurangnya sosialisasi dan penyeluhan terkait
penilaian kinerja pegawai melalui website dikarenakan adanya masa
transisi akibat dari peleburan organisasi riset menjadi satu-kesatuan
yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sehingga para
pegawai kesulitan dalam melakukan penilaian kinerja pegawai karena
adanya perubahan tersebut, yang tadinya menggunakan website
instansi masing-masing kemudian berubah menggunakan website baru
BRIN dan harus terlebih dahulu mendaftar pembuatan akun baru pada

website BRIN. Hal tersebut dapat menghambat jalannya penilaian
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kerja pegawai yang akan berdampak pada pemberian reward kepada
para pegawai di lingkungan BRIN.

Punishment

Dalam penerapan punishment masih memiliki beberapa
kendala seperti pemberian hukuman disiplin sedang yang belum dapat
diterapkan karena kurang lengkapnya aturan untuk menunjang tentang
pemberian hukuman disiplin sedang tersebut. Hukuman disiplin berat
masih terdapat kekeliruan dalam penerapannya, hal tersebut
dikarenakan syarat dari pemberian hukuman disiplin berat yaitu
memiliki jabatan, sedangkan tidak semua pegawai di lingkungan BRIN
mempunyai jabatan yang dapat dijatuhi hukuman berupa penurunan
jabatan. Hambatan lain dalam pemberian punishment pegawai di
lingkungan BRIN adalah terlalu ringan dan kurangnya ketegasan
dalam pemberian punishment sehingga kurang memberikan efek jera
terhadap pegawai. Dengan adanya peraturan tambahan yang mengatur
lebih jelas mengenai mekanisme dalam pemberian punishment di
lingkungan BRIN, sehingga diharapkan dapat menyempurnakan PP

No. 94 Tahun 2021.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan penjelasan yang telah telah ditulis di atas
mengenai Reward dan Punishment Pada Pegawai Badan Riset dan Inovasi

Nasional (BRIN). Reward dan punishment diberikan kepada para pegawai

agar para pegawai dapat termotivasi untuk meningkatkan Kkinerja dan

produktifitas dalam bekerja, dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil
yaitu:

1) Reward dan Punishment memberikan motivasi kerja bagi para pegawai
sehingga berdampak pada meningkatnya produktifitas kinerja pegawai
yang nantinya dapat membantu BRIN dalam mencapai tujuannya.

2) Penerapan reward yang terdapat di BRIN terdiri dari reward finansial dan
non-finansial. Reward finansial sendiri berupa pemberian gaji, pemberian
tunjangan, uang lembur, dan uang makan lembur. Sementara reward non-
finansial berupa Satyalancana Karya Satya (piagam tanda kehormatan),
penghargaan purna kerja, dan cuti. Sedangkan p

3) Penerapan punishment di BRIN berupa aturan yang membatasi perilaku
negatif para pegawai agar para pegawai tidak mengulangi kesalahan yang
telah dilakukan dan juga berusaha meminimalisir kesalahan yang

kemungkinan akan terjadi.
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4) Kebijakan reward dan punishment yang diterapkan di BRIN juga sesuai
peraturan yang dibuat pemerintah dan setiap keputusan yang diberikan

juga telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam aturan pemerintah.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penulis tentang Reward dan
Punishment Pada Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah
dapat meningkatkan reward pegawai lebih lagi sehingga pegawai terus
meningkatkan kinerjanya dan lebih merasa dihargai sebagai wujud dari balas
jasa terhadap apa yang telah dilakukan pegawai terhadap BRIN. Selain itu
pemerintah juga diharapkan memperbarui Peraturan Pemerntah (PP) tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memperjelas punishment yang
diberikan serta aturan pemberian punishment sehingga lebih jelas dalam
penerapannya, sehingga dapat memberikan tindak tegas bagi para pegawai
yang melanggar aturan dan tidak akan mengulanginya agar kinerja BRIN

maupun pegawai dapat berjalan optimal.
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LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR :

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SEPIL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang i bahwa Pegawai Negeri Séipll yang ' but dalam Kep i, hi wyarat dan
ek ) hat lebih tinggy,

dipandang cakap untuk d pang) y g

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014,
Peraturan Pemernintah Nomor 11 Tahun 2017,

1
2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
4. Peraturan Pemenntah Nomaor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Tahun 200
5. Persturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomar 63 Tahun 2009
6. Kep Kepala Badan Kepega Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan chch Hadan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003,
Memperhatikan . Perumbangan teknis Kepala Sadan Kepegawmian Negara Nomor
Agustus 2018
MEMUTUSKAN ;
Menetaphkun
{ESATU - h'wlkwn&pﬂmbul&h-th I
1. Nama
2. Tempat, Tanggal Lahir s
3, NIP 4
4. Pendidikan -
S, Pn.ndm. lamu, phn-n
ruang, ™T
6. Jabatan /Angka Kredit
7. Maaa Kerja Golongan
B. Gaji Pokok 3
9 Unit Kerjs $ =3
10. [nstanui Induk
Terhitung mulai tanggal 01-10-2018 dinalkkan pangkatnya mnj.dl golangan
Tuang , dalam jabatan Pranata Nuklir Penyelia angka kredi dengan muss kerja
golongan , dan diberikan gaji pokok scbesar ditambal dengan
rw“h‘ﬂ"hn' pet perundang-undangan yang berlaku
{EDUA :mb&mmmuwthmamupumw.mm
perbaikan dan pengh y
ASLI Keputusan irs dibertkan kepad y-n..m e untuk“ hui dan dipergunakan
schagasmana mestinya.
Tu‘v'lbu-n”' = Y i ST
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Lampiran 2: Surat Kenaikan Gaji Berkala

. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
“a \) NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY
a

Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta 12710

Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
batan Telepon +62-21-5251109, Website: www.batan.go id, Email : bumas @ batas.go.id

Nomor P P XTI SRR — | ]
Lamparan Kepadu
Yih Kepala Kantor Pelayonan
Hat Perbendahiarann Negara Jakarta V
& -
JAKARTA
Bersama i diberitahukan bahwa berbubung dengan telah dipeauhinys masa kega dan syarat-syarat lainnya kepada ©
1. NAMA %
2 ONIP
3. Pangkas Golongan ruang
4 Xantor Tempat bekerga
5. Gap pokok luma 3
atas casar surat keputusan ternkhie wentang wnfpm yung ditetaphon
3. Oleh Pejabat
b Tangyul
Nomor

¢ Tanggal mulal Berlakunya gaji temmebut

d. Masa kerja Golongan Pada tanggal wrschut
dibenkan kenaikan gaji beckala hingga memperolch
Gayi pokok baru

HBerdasarkun masu kerja

Dalam golongsn

Mulas tanggal

Diharapkan agar sesasl dengan Pasal 29 ayat (1) kquunu Tresiden 1 Nomor 42 Tahun 2002, kepada pegawal terscbut
dapat dibayackan penghasilannyn berdasarkan gaji pokok yang bary,

& S

Kepala Badan Tenaga Nukir Nassonal

zlnm Kepals Badan Tenaga Nuklir Nasional

Tewmbsan -

1. Ketus Badan Pemenksa Keuangan.

2. Dizektur Pengolulan Data dan Infi i K

3 Kepals Kanwil Datyen AnunmmmTUAn;pu
4 Kcpala PRFN

5 Bagian Mutasi dun Kesgyahtersan Pegawa BSDMO
6 Yung bersangkutan

LA ITE Mo 17 Tanen 2008 Feaet § Ayt |

M e 7 - e b N wah * t
= Olission b teioh - memgpunster veng it ‘ —~=




\."

batan

) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Dsperikas oleh
Pl SEKRETARIS UTAMA

Nama Sckertans Utama

NIT .

PERIHAL -
Kenatkan gyt berkala

NOMOR

[ TANGGAL

Dipeniksa oleh
KEPALA BIRO SUMBER DAY A
MANUSIA DAN ORGANISASI

Nama Kepala Riro Sumber D
Manusia dan Organicasi

NIP

Diperiksa olch
KOORDINATOR MUTASI DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAIL

Nama Koordinator Mutasi dan.
Keszyalucraan Pegaws
N S

Diperiksa olel
SUBKOORDINATOR MUTASI
PEGAWAI

Namu Subkooedinaspy Matasi Pegawal

DIKIRIM TANGGAL
PETUNJUK

Tembasan |

« LA ITE bl 37 Tahon 2000 Manel 3 Ayet 1
“prran Eabarand

e aay Coburan

W

!

« Dokcamen ity e AT MO
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Lampiran 3: Surat Penilaian Kinerja Pegawai

PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAT NEGERI SIPIL

Jangkn Waktu Peniatan
Januar 5.4 Desemnber 2021

Nama Pegawal

NIF

Pangkat Golongan Ruang
Jadstan

Uit Kena

BADAN RISET DAN INOVASI RASIONAL
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SASARAN KINESUA PEGAWAIL
BADAN RISET DAN INOVAST NASIONAL

TAMUN 2021

PERIODE FENILAIAN: 1 OKTOBER 2021 5.0 31 DESEMBER 2021

PEGAWAT YANG DINMILAL PLIABAT PENILAL KIMERIA
NAMA NAMA
np NIP
PANGEAT/GOL PANGKAT/GOL
IABATAN JARBATAN
UNIT KERJA UNIT KERIA
REMCANA CINERIA ATASAN
LANGEUNG | T ( INDIRATON KINERIA
mo ORGANTSAST / YANG B NENCARA KINERIA AsPex INOIVIDU TanGET
INTERVETeSI
w m e i - 1Ll
A KINERIA UTAMA
:
B IONIRIA TAMBAHAN
P T S — L L 1
Pegawsl Yeng Dirdlsi Pejabat Penilai Kiserjn
D7 o B T ooonoes
Nama Pecawss Hama ciabol

Ni®,



PENILALAN SKP PLIATAT ADMINISTRAST / PEJASAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober 2021 $.D 31 Desember 3021

NAMA NAMA

NiP NP

PANGKAT/GOL. PANGKAT/GOR

JABATAN SABATAN

UNIT KERIA UNIT KETUA

RENCARA CATALAN RENCARA KINGRIA
KINERIA STASAN
LANGSUNG / UNIT | RENCANA
"ol omsmezam; | iawemsa | AT e i " a warecont | raa [ o SR
Yans o8
TRV

™ e m @ D) [ [ L) = e
A KINIXIA UTAMA

|
L IONERIA TAMBANAN

wrear woam sxr | 0
XETERANGAN PEJABAT PENILAI ({OPSIONAL) |
T —1 7 1
O 1T ILnomoes
Nara Priabal

NIP,
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PENILAIAN KINEROA PNS PERIODE PENILATAN: 1 OXTOBER 2021 5.0 31 DESEMBER 2021

PEJBAT PINILAY

PAS YAND DENELAT

NAMA NAMA
NP nNig
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
JABATAN JABATAN
UNTT KERJA LNIT KERJA
Tanggal
Peaiision 31 Desember 2071
UNEUR YANG DINILAX WA SEBUTAN
A SASARAN KINERIA PEGAWAI (SKP)

PERILANU IERUA PESAWAL

1 Drlertasl Pelayssan

2 Kommamen

B

3 Driglatif Kerja

4 Kerpsama

5 Xeperrempnin s *

L TR
Pogawai Yang Dinital Pejsbat Penllal lonerfa
@ T csarows 8 T noanowes
Name Pegawnl Nama Peiabat

.
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INTEGRAST PENTLATAN KINERJA PHS TANUN 2021

PERIODE PENILAIAN: 1 JAMUARI 2021 5.0 31 DESEMDER 2021

PRGAWAL YANEG DINILAY

NAMA NAMA

NP NP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
JABATAN JABATAN
UNIT XERIA UNIT KERJA
TANGGAL TNTEGRAS) 21 Desember 2021

JANUAR] - SEPTEMBER

PREDINAT KINERIA
pL L SS—{ 23]
Pegawnl Yang Dinilal Pejabat Penilal Wonerja
Dy mactnons B 11 ecamone
Nama Peazedi Bidana Peiabat

NP,

NP,
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PEGAWAL YANG DIMILAX

NAMA

PANGKAT/ GOL RUANG

JABATAN

Unit Kerja

PANGKAT/ GOL RUANG

JABATAN

Unit Kerjs

ATASAN PEIABAT PENILAL KINERIA

NAMA

(B3

FANGKAT/ GOL RUANG

JABATAN

Unit ¥erja

NRAY SxP

MILAT PERILAKL KERIA

PILAL SXP 4+ PERILAKY KEROA

NILAL KINCRIA PEGAWAL

PREDIMAT KINERIA

TOTAL ARGKA XREDIT YANG DIPEROLEN (BAGH
PEIABAT FUNGSTONAL)
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Pegawal Yang Dinilal

D rrmesTe.

NEP,

Atzsan Pefabat Penitai i0nerda,

RO

2akarta,.icieinn 2023
Pejabet Pemilal Kinersa

O 1 oo

NP
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Lampiran 4: Daftar Perhitungan Uang Makan Pegawai

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(NATIONAL REASEARCH AND INNOVATION AGENCY)

DEPUTI BIDANG FASILITAS RISET DAN INOVASI
Gedung B.J. Habibie JL M.H. Thamrin No. §
Jakarta Pusat 10340
Website: www.bringo.d, Email: deputh (ra brin.go.ld

BapAY AREY
BN I AAR M

ol BRIN
)

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

Satuan Kena .
Bulan
= TARIF TANDA
NO | NAMA/NIP | GOL. 'S;’:":gm: UANG ':(’(’;'T“J: PPh ’;’;‘;’l‘: TANGAN/NOMOR
| MAKAN REKENING
|
Mengetahui, (Tempat, tanggal, bulan, tihun)
Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran Petugas Pengelola Administrasi
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pegawal (PPABF)
(Nama Lenglap) [(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP. NIP. NIP.



Lampiran 5: Tanda Kehormatan Masa Kerja Pegawai

<

£

5

s

iy =
¥ ST

20454
T

o
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PREBIDEN
REPUSLIK INOONESIA

FETIKAN

REFUTUSAN PRESIDEN WEFUBLIK ENDONIDN,

NOMOR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA
Membucs - o E
Merembary o~
e T rget e
Versieagar aa
MEMUTUSKAN
Mraetaphan Mrrgarnagecat kas Taerds Sobs FATYALANCANA KANYA SATYA" brpace matebh
PAng semany s terselnn dulam Larpiran Kepacaman 1ol seRagal perghes has Alss
PErEabeiar, kas taia kapum i breskanan (e loossal (4 Ay 3 delas, reeliaraian
Thgts scbagas Pegamal Negeo) Spl sehara Sepnadin Tahus ates Daa Pusd Tabian atau
Tats Fubath Tabun Jebah o sra soron warnius tertdag Kegars Fepubiih Indenam
wburadin (ool 4 el tow itadan gl wiiag Peganad late
D rgn Wt eTassnn Sy m a0 g b 4 ke ad O Bait sendapalt bebetruar dalan Repuituan
e, b dindaicns pe mibatiian woer s s
BSALINAN o~
TETIRAN  Kopecunan (0l doamgoihan Krpuss 7aag bermngosian untuk ) pergobe ke
WEOEALTADS BeNLIEYL
Dataphan 84 - Jasaria
Para v 25 Juk 19
PRESIDEN HEPMUSUX INDONESIA
wl
BMBANLDOIN JOsT iLAmn e
LAMPIRAN XIFUTUSAN FLESIDEN EPUDLIK INDONESLA
TaNGoAL M KU 1%
BOMR of TANDA KEHUNMATAN
vary nANA LA AR YANG TEANUTERAHKAN
BATYALANUANA KAHYA BATYA
XTAMUN
NS R ANTUE PETICAN MRESIDEN. FEPUNLIK INDUNESIA
T SN -SERRBIARSS MILITER PRESIDEN
xbar B TANIIA JASAREHURMATAN tad

BACHARLIREN JUSUF HAMINE
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Sama

Satpalancana Karpa

1 Kehor

gl ;.
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| -
b % 4
«""39,,'«' PRESIDEN
L NEFUSLIX INDONESIA
FETIRAN
KETUTUSAN PRESIEN REFMUNLIK INDONI
NOMOR  s) SIRTTANUN 1080
PRESIDEN REM LK INDONESIA,
\uren <
Shrdrbang ¢ b
Mo vt
Mesbnge TR
MEMUTUSKAN
Manctgbann © Menzsaugvrahban Tanda Rebarmatan “SATYALANCANA KARYVA SATYA® kepaiie
wrerehs yung sammany s e hal @alam Lampiran Kepatasan sal, whagal penghargren
ated propatsbian Reseltaan, Sepajeran, Aecabagan dan Redivptiosanyn dalam
mielahyanshan tugas selagal Peganal Negert Sipil selams Sepeiuh Tadun slaw Dan
Pulub Takss stag Tigs Puled Talun Sy secara fores mocerus techadag Nagers
Kepahlih 1ndamvia, vehinggs dapal dijedion tcledan hagl setlap Pegaswal lan.
SALINAN odat -
PETIRAN  Aepwinsan ind divampaiban Kepads yuog Dersaugheion untok
dipergunakan sebazaimans mesliny e,
Dactaphan &1 Jekarin
Foda Larggl 23 dwsl 1006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
.
HL 1L SUSILO BAMTANG YUMIOYONO
LAMPIRAN KEFUTUSAN IPRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
TANGGAL 22 T UNI 08
NI " TANDA KEIORMATAN
CREY! NAMA PANGRATIABATAN YANG DEASLGERAMRAN
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REPUBLIX INDOMESIA

PETIKAN

KEFLIUS AN FCESIDES RPNy mmxi
NOMOR M OTRTAIUS 31y

TENTANG
FEMGANULERAMAS 1 %A KENORMATAN ATy ALANE
IENAN BATIMAT TUNAN VARG MANA £80

PRISIOEN REMUDLIK LA UELT RN

Wenmnang

e
~dw

MEMUTUSKAN:

REPLTUESAN . PRESIMN TENTANG FENGANUGERANIAN  TANDA  KENORMATAN
SAPVALANCANA KARYVA $ATY A

Nhowzwnz el

Mmrtapliae

hisan Messsongerakican Tasild Xekes maian SEATYALANCANA KARYA SATYA™ hepads jeervds
NI eI, peigrial fes Wafatenya sersbal dalsm Lamspiras Kepaionaz Wl sebagal
Pugkargaan Kepads PNS yaez idah bifcer)s dergan pranh kesstlonn hepads Fancanda, Undlang.
Ladaas Dmar Negara Regulidh Sadoniss Talize TWE, Segarn e pemseiond wrte dovgs
b pragatddion, hepajarae. Saekapar, dan Eplia setits Iorav-messron paling seghn 10
Pcpaleh) tahvan 20 (dus prdui) sed e siae 38 (s pulu) esen

Wepunacan Frovides HT bal inndal bortabn pusds mrzzal distapias.
SALINAN Ci

LB LI BN

PETIKAN  Kepstoan Prosdden RE ik dasspaiben Mepaga yaeg Wersanghaien  someh
dipergaban el simans merisga

Dtrtaphcas di Jokares
ol tangzal § Jaws 2000
TRESIOES REFLBUIK INDONESLA
mik
JORG WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESINEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

FANGGAL 4 2 UNT 2008

NOMO oat TANDA KEBORMATAN
UIUT NAMA FANGEATIABATAS YANG DEANTGERAMKAN

SATYALANCANA KRy A
CAATYA XXX TamDN

Lomah Petibon TRESIDEN REFUBLIK ENDONESIA,L
Sewwad deagen llnys

b A, Sekretards Milier Provadon =l
AN Lanals Jonn, don Taedts Kevnrsmnm

JOKG Winhoo

A Swbwnn Thamnn ML Keg e
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Lampiran 6: Formulir Permohonan Cuti Pegawai

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
O0) BRIN  (NATIONAL REASEARCH AND INNOVATION AGENCY)

Seas siary DEPUTI BIDANG FASILITAS RISET DAN INOVASI
e oy Gedung B.J. Habibie JL. M.H. Thamrin No. 8
Jakarta Pusat 10340

Website: www. brin.go.id, Email: deputl.fri brin.go.id

FORMULIR PERMOHONAN CUTI
Kepada
Yth, .. o ot
| E PP g s
1. DATA PEGAWAI
NAMA [ NP |
JABATAN | MASAKERIA |
_UNIT KERJA
11 JENIS CUTI YANG DIAMBIL*
Cuti Tah 4. Cutf Besar
CutiSakit 5. Cuti Melahirkan
Cun Karena Alasan Penting 6. Cuti di Luar Tanggungan Negara
[N ALASAN CUTl |
{ 1
[ Iv. LAMANYA CUTY ]
| Selama | (hari/bulan/tabun}* | Mulai Tanggal | 1-s4d | }
V_CATATAN CUTI***
1. Cuti Tahunan 2 Cuti Besar
Tahun | Sisa Keterangan 3. Cuti Sakit
N-1 4. Cutl Melahirkan
N-2 5. Cuti Karena Alasan Penting
(N 6. Cuti di Luar Tanggungan ra
V1. ALAMAT SELAMA MENJALAN! CUTY
Telepon |
Hormat saya
[ T,
(NIP, )
VI PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**
Perubahan**** | Ditangguhkan**** Tidak Disetujui==**
( )
(NIP. )
VIIL KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI CUTI*™
Disetujul Perubahan®*** | Ditanggubkan**** Tidak Disetujui****
[ al=al
| SERISRIERES )
[NIP, 1




Lampiran 7:

Surat Pemanggilan Pegawai

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

.h (NATIONAL REASEARCH AND INNOVATION AGENCY)
B R IN DEPUTI BIDANG FASILITAS RISET DAN INOVASI
b Gedung B.J. Habibie JL. M.H. Thamrin No. 8
Jakarta Pusat 10340

Website: www.bringo.id, Emuil: deputi fee brin.goid

1.

RAHASIA

PEMANGGILAN I/11
Nomor:

dengan hormat kami mohon kehadiran Saudara :

Nama

NIP

Pangkat

jabatan

Unit Kerja

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai ASN
pada:

Hari, tanggal :
Jam

Tempat
Tautan/link

Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode
Etik Pegawal dan Kode Perilaku pegawai ASN, Pasal ... huruf ......
Peraturan BRIN Nomor ........ tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku
Pegawal ASN dilingkungan BRIN

2. Demikian untuk dilaksanakan,

Jakarta,

Ketua

D TT ELEKTRONIK
Nama

NIP

Tembusan, Yth.
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Lampiran 8: Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Pegawai

Y

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI

NASIONALNOMOR ...... JHK/2022

PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR......corouserenees v

PANGKAT/GOLONGAN............. JABATAN PADA

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan laporan pelanggaran Kode Etik
Pegawai Nomor........ tanggal ....... yang dilakukan oleh
Sdr. NIP. :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal
e o) ST vesaiisveess telah melakukan perbuatan
Derupa.. eiimisininnnl

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
Kode Etik Pasal ... huruf ....., Peraturan BRIN Nomor
........... tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawal
ASN dilingkungan BRIN;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, buruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan tentang Pengenaan sanksi
moral kepada Sdr.. ... s NP

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang
Pembinaan Jliwa Korps dan Kode etik dan kode perilaku
pegawai ASN Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

82



Menetapkan
: Pengenaan sanksi moral kepada:

KESATU

Kedua
Ketiga

83

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawal Negeri Sipil  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

S. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4
Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor
13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210)

9, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

a Nama $

b NIP -

¢ Pangkat / Gol. $

d Jabatan 3

e Unit Kerja s

karena telah terbukti dengan sah melakukan pelanggaran
Kode Etik Pegawai Pasal ... huruf ..., Peraturan BRIN
NoOmor.....ccoee. tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai
ASN dilingkungan BRIN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Keputusan inl disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :.........cvrrieeiinnnn. 2022

KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASINASIONAL,

ttd.



